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Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Riau. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
tingkat evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten 
Pelalawan Periode 2015-2019, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan dara sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  yaitu 
suatu cara menganalisa dengan membandingkan data yang sudah ada dengan teori 
yang sudah diperoleh. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan daerah Kabupaten Pelalawan pada Periode 2015-2019 dilihat dari (1) 
Rasio kemandirian daerah diantara 0%-25% masih tergolong sangat rendah dan 
dalam kategori pola hubungan instruktif, (2) Rasio derajat desentralisasi dapat 
dikategorikan tidak baik, (3) Rasio efektivitas  dikategorikan cukup efektif (4) Rasio 
keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan 
mengalokasikan lebih dominan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja 
modal. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia 
semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu 
daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau 
tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelola keuangan daerah 
yang baik akan membuat asset daerah terjaga keutuhannya. Menurut (Afiah, 
2010:23) Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan 
daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor 
strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun 
infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu monitoring 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan hasil-hasil pembangunan juga 
sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik dengan 





Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah 
dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. 
Pengelolalan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan 
peraturan daerah (PP 12 tahun 2019, pasal 3). Kemampuan keuangan dalam 
penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak 
akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang 
cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang 
merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan 
keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan 
kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah 
merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan 
daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut 
berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012:212). 
Salah satu cara menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan 
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan 





keuangan diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi, 
Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian (Halim, 2012:230). 
Menurut (Halim, 2012:221-234) dinyatakan bahwa Rasio kemandirian 
menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin 
tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah 
terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin 
rendah. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya 
secara optimal. 
Rasio desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total 
penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 
kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 
2019:140) 
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai pemerintah daerah 
dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan 
dengan target penerimaan pendapatan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah 
dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mardiasmo, 
2013:112). 
Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator  penting  untuk  mengetahui  kinerja  





anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat  mencerminkan 
berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan 
ekonomi, distribusi yang  semakin merata  dan  stabilitas perekonomian yang 
makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan 
perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong 
percepatan penyerapan anggaran. 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara 
bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada 
Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang  
menjadi tanggung jawab.  Sebagai identifikasi awal,   rendahnya   penyerapan   
anggaran   mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun 
regulasi. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan monitoring dan 
evaluasi penyerapan anggaran sehingga dapat diketahui permasalahannya serta 
sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang 
dihadapi dan dapat diketahui pencapaian hasil, kemajuan dan guna perbaikan 
pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang. 
Faktor yang mendukung penulis melakukan penelitian mengenai Analisis 
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pelalawan Tahun Anggaran 2015-2019 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Riau karena peneliti ingin mengetahui hasil analisis dan 
evaluasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPB terhadap Pelaksanaan  Anggaran di 





Pelalawan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat 
karena kemandirian daerah masih rendah. Dapat dilihat dalam tabel berikut  : 
Gambar 1.1 
Realiasasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan  
T.A 2015-2019 
 
 Sumber : Data diolah (2020)  
 
 Dapat dilihat dari tabel 1.1 untuk realisasi pendapatan daerah kabupaten 
Pelalawan bahwa rata-rata pendapatan pada APBD Kabupaten Pelalawan didominasi 
oleh pendapatan transfer pemerintah pusat. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aftar, Kasmadi dan 
Syamsul (2017) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten 
Pelalawan pada periode 2013-2014 menggunakan rasio kemandirian keuangan 
daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan 
pendapatan. Hasil penelitian ini adalah hasil analisis rasio keuangan daerah untuk 














































































tahun 2013-2014 mengalami penurunan. Di lihat dari rasio kemandirian Kabupaten 
Pelalawan mengalami peningkatan tapi masih termasuk dalam kategori rendah, 
untuk rasio efektifitas Kabupaten Pelalawan terbilang efektif walau mengalami 
penurunan, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien Namun, Tingkat pertumbuhan 
pendapatannya dinyatakan positif, karena selalu mengalami peningkatan pendapatan. 
Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang 
berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk 
mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan 
sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil 
yang diperoleh.  
Penelitian ini memberikan gambaran kinerja pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan selama tahun 
2015-2019 yang digunakan untuk mengambil kesimpulan terkait Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan selama 
kurun waktu 5 ( Lima) tahun terakhir.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya 
ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul “ANALISIS EVALUASI KINERJA 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019 PADA 







1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
penulis dapat membuat perumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Tingkat  
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Periode 2015-2019 
dengan menggunakan analisis rasio keuangan?” 
 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 
mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pelalawan pada periode 2015-2019 dengan menggunakan analisis rasio 
keuangan untuk bahan evaluasi pelaksanaan anggaran. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagai 
berbagai pihak yang membutuhkannya, antara lain ada sebagai berikut:  
1. Bagi Mahasiswa 
 Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan 
apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Untuk mengetahui tingkat 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan pada periode 






2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 
 Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten 
Pelalawan sebagai organisasi sektor public dalam melakukan pengukuran 
kinerja agar lebih komprehensif sehingga mampu mencerminkan seluruh 
aspek baik finansial maupun non finansial supaya daerah tersebur menjadi 
lebih baik dan maju dimasa yang akan datang dan juga dapat dijadikan 
alternative masukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten 
Pelalawan melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan. 
3. Bagi Instansi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan 
keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi. 
4. Bagi Ilmu Pengetahuan 
 Hasil ini dapat dijadikan pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan 
atau referensi dalam penelitian berikutnya. 
 
1.4  Metode Penelitian 
1.4.1   Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 






1.4.2 Waktu Penelitian 
Penelitian dimulai dari bulan Maret 2020 s.d April 2020. 
 
1.4.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa : 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dalam bentuk sudah jadi 
yang diperoleh dari pimpinan dan pihak lain-lain intern dari Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Data tersebut berupa 
wawancara mendalam dan observasi tentang Analisis Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan pada kanwil 
Perbendaharaan.  
1) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan oleh  
dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang 
sudah jadi seperti sejarah umum dan struktur organisasi, deskripsi jabatan dan 
pembagian masing-masing tugas dan data-data yang berkaitan dengan 








1.5  Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 
bagian. 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai karyawan 
kantor dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
Riau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir. 
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulam data dengan mengutip data secara 
langsung yang dimiliki oleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Provinsi Riau seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten Pelalawan, Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, dan 
Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau. 
3. Penelitian pustaka merupakan pengumpulan data dengan mengadakan 
pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur bantuan 
studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Dalam Penulisan Laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi 
dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 





BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini membahas gambaran umum mengenai keadaan 
perusahaan seperti sejarah dari Kanwil Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Riau yaitu sejarah instansi, visi dan misi, 
struktur organisasi, tugas dan wewenang dan uraian tugas struktural 
instansi. 
BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Pada bab ini  menguraikan teori yang terkait dengan judul penelitian 
yang penulis bahas seperti pengertian keuangan daerah, pengertian 
anggaran, penganggaran sektor publik, anggaran pendapatan  belanja 
daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, evaluasi dan anggaran 
dalam pandangan islam dan tinjauan praktek yang terjadi diinstansi.  
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan yang 
dirangkum dari hasil penelitian dan saran yang diajukan bagi intansi 







GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Riau 
 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau, yang 
selanjutnya disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 1999 
bergabung atau dibawahi oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini tidak 
terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen 
keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujdukan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh 
langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, 
reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-undang Bidang 
Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian 
Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi 
Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal. 
 Selaku institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan 
kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan 
perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi 
(reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, 
yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), 




ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKKI). Suatu perubahan 
organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun 
berada dalam suatu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama 
tersebar di berbagai unit. 
Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. 
Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, 
yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik 
kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada di bawah unit 
eselon I DJA. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit 
Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat 
Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan 
pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara 
(BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi 
Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK. 
Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 
2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 
303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan 
tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 
Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis pada kantor pusat serta 33 Kanwil DJPBN 




Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II 
pada bulan Oktober 2004 pun menjadi titik awal sinergi organisasi baru tersebut. 
Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di 
bawahnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunya tugas dan fungsi baru 
dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 
2.2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Provinsi Riau 
1. Visi 
“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”(To 
be a world-class state treasury manager). 
2. Misi 
a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan 
optimal (To achieve prudent, efficient, and optimum cash dan fund 
investment management). 
b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan 





c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, 
transparan, dan tepat waktu (To achieve accountable, transparent, and 
timely state finance accounting and reporting).  
d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang 
handal, profesional, dan modern (To develop reliable, professional, and 
modern treasury support system). 
2.3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan atau 
penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalan 
oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi terlihat 
pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang didalamnya secara 
tegas dan jelas. Sehingga admistrasi dan manajemen mempunyai peran dominan di 
dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Riau berbentuk staff dan lini. 
Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaanlain 
karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada baahannya dan tingkat 
tanggungjawab dari bawahan ke atasannya. Struktur organisasi Kantor Wilayah 







Gambar 2.1 Struktur Organisi Kanwil DJPB Provinsi Riau 
 






2.4 Tugas dan Wewenang 
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dipimpin oleh kepala kantor dan 
dibantu oleh bagian umum dan seluruh bidang. Untuk lebih rincinya tugas dan 
wewenang masing-masing dari struktur organisasi Kanwil Dirjen Perbendaharaan 
terdiri atas: 
1. Kepala kantor 
  Pemimpin serta penanggung jawab, memberikan motivasi, semangat, 
pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang supaya 
terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya tujuan kerja. 
2. Bagian Umum 
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, 
dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian dan Pembinaan 
Sumber Daya Manusia (PSDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga dan 
kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), protokoler pimpinan, dan 
pengelolaan kinerja. Bagian Umum memiliki beberapa subbagian yaitu: 
a. Subbagian Kepegawaian 
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 
administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan pengembangan 







b. Subbagian keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaukan penyusunan RKA-
KL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan penerbitan surat perintah 
membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan. 
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan 
kegiatan, pengadaan barang. dan jasa, pembuatan komitmen, pengujian 
tagihan,pengajuan permintaan pembayaran, perlengkapan dan rumah 
tangga, urusan tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan, 
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta kompilasi dan 
penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 
d. Subbagian Penilaian Kinerja 
Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan indikator 
kinerja, pemantauan, penilaian,evaluasi dan pelaporan kinerja. 
3. Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran I 
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, I B, I C, dan I D masing-
masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA, 
pembinaan dan pembimbing teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran 
belanja pemerintah pusat, pengelolaan keuangan BLU dan manajemen 




anggaran pemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis 
kinerja anggaran belanja pemerintah pusat yang pembagian tugasnya diatur 
lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal. 
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan 
pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi 
penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan 
daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja 
daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan. Bidang pembinaan pelaksanaan 
anggaran seksi I menyelenggarakan fungsi: 
a. Kompilasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah. 
b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 
keuangan daerah. 
c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 
anggaran belanja daerah. 
d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 
pengelolaan kas daerah. 
e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 
keuangan BLU daerah. 
f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen dan 




g. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja dan 
pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka 
Spending Revie. 
h. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer. 
i. Fasilitas penyiapan informasi keuangan daerah, dan 
j. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja 
anggaran belanja daerah. 
4. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 
  Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas 
melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, 
investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan 
anggaran daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja 
anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan 
Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional; 
b. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan 
anggaran daerah; 
c. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan 




d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan 
evaluasi atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di 
daerah; 
e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dana transfer di daerah; 
f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah; 
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja 
anggaran daerah; 
h. Pengoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan 
i. Pengoordinasian pelaksanaan layanan Kementerian Keuangan di 
daerah. 
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas : 
a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A 
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B 
c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C 
Seksi Pembinaan Pelaksanaan anggaran II A, II B, dan II C masing-masing 
mempunyai tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, melakukan 
asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah, Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), pelaksanann anggaran belanja daerah, 
investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan monitoring dan 
evaluasi dana transfer, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, 
melakukan koordinasi pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan, 




dan penyusunan laporan pembinaan pelaksanaan anggara daerah yang 
pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal 
Perbendaharaaan. 
5. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan 
Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas 
pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah 
pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rekonsiliasi, monitoring, dan 
evaluasi, penyusunan koordinasi laporan keuangan pemerintah pusat dan 
laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem 
akuntansi pemerintah (PUSAP), dan penyusunan statistik keuangan sesuai 
dengan Government Finance Statistics (GFS), serta analisa atau laporan 
keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud dalam bidang 
pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem 
akuntansi pemerintah pusat. 
b. Meyiapkan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implikasi 
standar akuntansi pemerintah pada instansi. 
c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem 
akuntansi pemerintah daerah. 
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implementasi 




e. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat unit 
akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W). 
f. Konsolidasi LKPP tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan 
anggaran wilayah (UAPPA-W). 
g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan LKPP 
tingkat kuasa BUN. 
h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan keuangan 
pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai 
dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (GFS), dan 
i. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan. 
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki beberapa 
seksi, yaitu: 
a. Seksi Pembinaan System Akuntansi Pemerintah Pusat 
Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat mempunyai 
tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, 
melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka 
implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat. 
b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Seksi pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai 
tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, 
melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka 




c. Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keungan 
Seksi analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangan 
mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan 
keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran 
wilayah, penyusunan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi 
penyusunan LKPP Tingkat kuasa BUN, penyusunan konsolidasi 
laporan keuangan pemeritnah pusat dan laporan keuangan pemerintah 
daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah 
(PUSAP), dan menyusun statistik keuangan pemerintah sesuai dengan 
Government Finance Statistics, serta analisis atau laporan keuangan. 
6. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 
  Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan proses bisnis supervisi, implementasi, dan bimbingan 
teknis orasional aplikasi pada KPPN penilaian kinerja dan pemenuhan standar 
tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, 
serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang supervisi KPPN dan 
kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyiapkan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas 




b. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan 
perbendaharaan 
c. Penyiapan bahan penilaian kinerja kppn 
d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN 
e. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur 
operasi aplikasi SPAN dan SAKTI 
f. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasional aplikasi SPAN dan 
SAKTI 
g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan 
pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah 
h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak 
lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan 
proses bisnis di lingkungan kantor wilayah 
Adapun beberapa seksi di Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 
yaitu: 
a. Seksi Supervisi Proses Bisnis 
 Seksi supervisi proses bisnis mempunyai tugas melakukan 
pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa BUN pada KPPN, 
pelayanan pembendaharaan dan penilaian kinerja KPPN serta 





b. Seksi Supervisi Teknis 
Seksi supervisi teknis aplikasi mempunyai tugas melakukan 
pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis 
operasionalisasi, dan monitoring standarisasi infrastruktur aplikasi 
pada KPPN. 
c. Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, 
pengelolaan pengaduan, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, 
serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan 
















 Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pelalawan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan 
daerah adalah sebagai berikut : 
1. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 
rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan 
kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pelalawan, dan meningkatkan belanja daerah.  
2. Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi 
dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga 
menyebabkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergantung dengan 
pemerintah pusat. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Pelalawan 
masuk dalam kategori hubungan instuktif yaitu peran pemerintah pusat 
lebih dominan terhadap kemandirian pemerintah daerah. 
3. Rasio Desentralisasi juga menunjukkan kriteria tidak baik hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang 
diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. 
Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menompang 




4. kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten pelalawan dalam 
melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.  
5. Rasio Efektivitas Kabupaten Pelalawan termasuk dalam Kriteria Cukup 
Efektif yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 
cukup mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut. 
6. Rasio Keserasian Kabupaten Pelalawan lebih dominan dialokasikan pada 
belanja operasi dibandingkan dengan  belanja modal/pembangunanan. 
 
4.2 Saran 
   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pelalawan lebih mengoptimalkan 
sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat 
meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana 
ekstern dapat diminimalisir. 
2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan 
keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan 
mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan 
perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu 




dan tepat waktu sehingga memudahkan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
3. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar lebih 
rinci lagi dalam penyusunan laporan pembinaan pelaksanaan anggaran. 
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 
menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan 
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Lampiran 1 : Lembar Panduan Wawancara 
 
“ Analisis Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Periode 2015-2019 pada Kantor Wilayah 
Perbendaharaan Provinsi Riau “ 
Informan : Hasan Fauzi, S.S.T. M.S.Ak 
 
Jabatan : Kepala Seksi B bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 
Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau 
Tanggal : 10 Maret 2020 
Waktu : 14.30 
 
 
1. Bagaimanakah Prosedur Analisis dan Evaluasi Kinerja Pelaksaan Anggaran 
Pemerintah daerah ? 
Jawaban : Prosedur Analisis dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
dapat di lihat dalam PMK Nomor 195/PMK.05/2018 
 
 
2. Apakah sajakah bahan yang perlu dipersiapkan dalam melakukan Analisis dan 
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran oleh Kanwil DJPB? 
Jawaban : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, PMK 195 dan Per 34 Pb 





3. Penyusunan Laporan hasil analisis dan evaluasi p Kinerja  Pelaksaan Anggaran 
Pemerintah daerah ini dilakukan berdasarkan triwulan, semesteran atau 
tahunan? 
Jawaban : Semesteran 
 
 
4. Apakah faktor penyebab rendahnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja tersebut ? 
Jawaban : 
 
• keterbatasan kinerja SDM yang kurang kompeten dalam mengelola 
APBD yang di Kabupaten Pelalawan 
• Rendahnya Kesadaran Masyarakat Pelalawan dalam pembayaran pajak 
dan retribusi daerah 
• Pemda Kabupaten Pelalawan harus melakukan penyuluhan kapada 
subjek Pajak dan Retribusi daerah kepada masyarakat luas terutama 
kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang 
ada di Kabupaten Pelalawan dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
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